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Yth.

di –

Ketua KPU Kota Surabaya

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7  Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Republik  Indonesia  Tahun 2017 Nomor  182,  Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,

dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015  Nomor  23,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5656)

sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  6

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi

Undang-Undang  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020  Nomor  193,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Nomor  20  Tahun  2018  tentang

Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

4. Peraturan  Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data

Pemilih Berkelanjutan;

5. Peraturan  Badan  Pengawas Pemilihan  Umum  Nomor  1  Tahun  2025  Tentang

Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

6. Surat Edaran  Bawaslu RI  Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
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B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Peraturan di atas dan berdasarkan hasil pengawasan terhadap

proses Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) data pemilih di wilayah Kota Surabaya

yang telah dilaksanakan pada Rabu, 9 September 2026, Bawaslu Kota Surabaya menemukan

adanya sejumlah daftar pemilih yang telah berpindah domisili namun tidak disertai dengan

bukti  dukung.  Maka  Bawaslu Kota Surabaya menyampaikan  Imbauan kepada KPU Kota

Surabaya  untuk  melakukan  pencermatan  secara  komprehensif  terhadap  daftar  pemilih

dengan keterangan berpindah domisili untuk memastikan bahwa perubahan status tersebut

didukung oleh dokumen kependudukan yang sah dan  melakukan koordinasi secara intensif

dengan  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  (Disdukcapil)  Kota  Surabaya  untuk

memvalidasi kebenaran status administrasi kependudukan pemilih yang bersangkutan

Demikian imbauan  ini  kami  sampaikan,  atas  perhatian  dan  kerjasamanya

diucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kota Surabaya,

${ttd}

    Novli Bernado Thyssen

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);

2. Arsip.
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